
WALIKOTA MANADO 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALJKOTA 

TENT ANG 
PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRJ KECIL MENENGAH 

DI KOTA MANADO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MANADO, 

Menimbang: a. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap 
perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan 
penerimaan negara/daerah termasuk Kota Manado, 
berkurangnya daya beli masyarakat dan peningkatan 
pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya 
Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 
melakukan penyelamatan kesehatan dan pemulihan 
perekonomian termasuk untuk dunia usaha Industri 
dan Perdagangan serta masyarakat yang terdampak; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian, dimana Pemerintah Daerah 
melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan 
pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan 
industri pengembangan Sentra bagi lndustri Kecil 
Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang 
Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah Di Kota 
Man ado; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil Dan Menengah; 

MANADO 
NOMOR 19 TAHUN 2020 



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang 
Perindustrian; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten tang 
Perdagangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana tel ah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional Tahun 
2015-2035; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M­ 
IND/PER/7 /2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga 
Kerja Dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha 
Industri; 

11. Peraturan Walikota Manado Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan Kota Manado Tipe A; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN 
SENTRA INDUSTRl KECIL MENENGAH DI KOTA 
MAN ADO. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Manado. 
2. Walikota adalah Walikota Manado. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. 



5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan 
kegiatan industri. 

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 
tinggi termasuk Jasa Industri. 

7. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk 
memampukan dan memandirikan pelaku industri secara partisipatif 
untuk peningkatan daya saing. 

8. Perusahaan lndustri yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah setiap 
orang perorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang 
usaha industri yang berkedudukan di Kota Manado. 

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki 
kekayaan bersih ebih dari Rp.50.000.000,00 (Iima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Iima ratusjuta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar Iima 
ratusjuta rupiah). 

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih 
dari Rp.500.000.000,00 (Iima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah). 

12. lndustri Kecil adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 
(sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai lnvestasi kurang 
dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha yang Iokasinya menjadi satu dengan lokasi 
tempat tinggal pemilik usaha. 



13. Industri Menengah adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 
19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi 
paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau 
mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan 
memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas 
milyar rupiah). 

14. Usaha Mikro Kecil Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah 
Usaha yang memiliki skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

15. Jndustri Kecil Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah 
lndustri yang memiliki skala industri Kecil dan Menengah. 

16. Sentra Usaha IKM yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah salah 
satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah, dengan 
memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi 
industri. 

17. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik an tar IKM maupun 
dengan Industri Besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi 
oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. 

18. Konsultan IKM adalah individu atau kelompok yang memiliki sertifikat 
kompetensi dan telah tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa 
Konsultasi IKM. 

19. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

20. Pemagangan adalah kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang diikuti 
oleh IKM dan Pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang Jebih 
maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu 
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 
wawasan. 

21. Pendampingan adalah kegiatan kemitraan untuk membantu 
meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku IKM dan 
UMKM yang dilakukan dalam secara terus-rnenerus dalarn jangka waktu 
tertentu. 

22. Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam mengembangkan 
perekonomian masyarakat. 

23. Mendorong akses pemasaran dan pembiayaan bagi Pelaku Usaha di 
sektor Pariwisata, meningkatkan kapasitas usaha dan Pelaku Usaha 
UMKM sektor Pariwisata. 

24. Bahan Baku adalah bahan mentah, bahan setengahjadi at.au barangjadi 
yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang 
mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

25. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi 
Barang dan/atau Jasa. 



BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi : 
a. Penguatan Kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada !KM 

dan UMKM; 
b. Pengelolaan sentra !KM; 
c. Pengawasan; 

BAB Ill 
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN FASILITAS 

KEPADA IKM DAN UMKM 

Pasal 3 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan/atau bangunan dan 

pemberdayaan bagi pelaku !KM dan UMKM untuk mewujudkan 
Industri kecil dan Industri menengah yang: 
a. berdaya saing; 
b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; 
c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan 

kesempatan kerja; dan 
d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor; 

(2) Untuk mewujudkan IKM dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaku kan : 
a. perumusan kebijakan; 
b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan 
c. pemberian fasilitas. 

Pasal 4 

Pengelolaan Sentra !KM bertujuan untuk mewujudkan : 
a. penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan layanan yang 

bersifat teknis bagi Pelaku Usaha !KM dan UMKM; 
b. meningkatkan keterampilan sumber daya manusia Pelaku Usaha; 
c. meningkatkan daya saing produk melalui penguasaan terhadap 

standar industri dan penerapannya serta produk kualitas ekspor; 
d. mengembangkan usaha terkait penganekaragaman produk, wadah 

percontohan teknologi produk maupun jasa lainnya; 
e. meningkatkan IKM dan UMKM yang berwawasan lingkungan; 
f. meningkatkan jaringan bisnis !KM dan UMKM; 
g. mendorong terciptanya IKM dan UMKM modem melalui pertumbuhan 

dan pengembangan usaha !KM dan UMKM dalam rangka membangun 
perekonomian berdasarkan demokrasi perekonomian nasional yang 
berkeadilan; dan 

h. sebagai destinasi wisata baru. 



Pasal 5 
Pengelolaan Sentra !KM sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado 
dan dapat dikerjasarnakan dengan Pelaku !KM dan UMKM dan/atau 
Profesional. 

Pasal 6 
Penguatan kapasitas kelembagaan Sentra !KM paling sedikit dilakukan 
melalui: 
a. peningkatan kemampuan Sentra !KM, Tenaga Penyuluh Lapangan, 

Unit Pelaksana Teknis serta Konsultan !KM dan UMKM; dan 
b. kerjasarna dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan 

pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi lainnya. 

Pasal 7 
Peningkatan kemampuan Sentra !KM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf a dilaksanakan dengan cara : 
a. membangun Sentra !KM; 
b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan; 
c. meningkatkan kemampuan kegiatan usaha; dan 
d. mendirikan Unit Pelaksana Teknis. 

Pasal 8 
Kerja sarna dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi: 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. pendirian Inkubator Wirausaha Industri; 
c. survei dan riset pasar; dan/atau 
d. pemanfaatan hasil riset. 

Pasal 9 
(1) Kerja sarna dengan lembaga penelitian dan pengembangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit 
meliputi: 
a. identifikasi masalah teknis dan manajerial; 
b. identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan; 
c. pengembangan desain dan produk; 
d. memanfaatkan laboratorium; 
e. survei dan riset pasar; 
f. pemanfaatan hasil riset; dan/atau 
g. sertifikasi kompetensi. 

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan lembaga penelitian dan pengembangan dan 
terakreditasi. 



Pasal 10 
(1) Kerja sarna dengan asosiasi Jndustri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi : 
a. pengembangan pasar produk Sentra !KM; 
b. alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelaksana Teknis; 
c. pengembangan sumber daya manusia; 
d. pemagangan; 
e. pendampingan Sentra IKM dan Unit Pelaksana Teknis; dan/atau 
f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra !KM. 

(2) Asosiasi lndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
asosiasi yang memiliki akte pendirian dan anggaran dasar yang dibuat 
oleh atau dihadapan notaris. 

Pasal 11 
(1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b dilakukan paling sedikit meliputi : 
a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan 

Teknis; 
b. pengembangan sumber daya manusia; 
c. survei dan riset; dan/atau 
d. Pendampingan ke Sentra !KM dan Unit Pelaksana Teknis. 

(2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
asosiasi yang memiliki akte pendirian dan anggaran dasar yang dibuat 
oleh atau dihadapan notaris. 

Pasal 12 
Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
diberikan dalam bentuk: 
a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi 

kompetensi; 
b. bantuan dan bimbingan teknis; 
c. bantuan bahan baku dan bahan penolong; 
d. bantuan mesin atau peralatan; 
e. pengembangan produk; 
f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk 

mewujudkan lndustri Hijau; 
g. bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran; 
h. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha 

baru; 
i. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari 

lingkungan hidup; dan/atau 
j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan 

antara lndustri Kecil dengan lndustri Menengah, lndustri Kecil dengan 
lndustri Besar dan dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip 
saling menguntungkan. 



Pasal 13 
Lokasi Sentra IKM ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata 
ruang. 

BAB IV 
PENGELOLAAN SENTRA IKM 

Bagian Kesatu 
Pendampingan 

Pasal 14 
(1) Walikota berdasarkan pennohonan Pelaku Usaha !KM dan UMKM 

berwenang memberikan Persetujuan pengelolaan Sentra IKM. 
(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
(3) Setiap Pelaku Usaha !KM dan UMKM yang mendapat persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pendampingan dari 
Dinas. 

(4) Pendampingan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala 
Dinas. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 15 
(1) Pelaku usaha wajib memberikan kontribusi sebesar 7,5% (tujuh koma 

lima persen) dari penghasilan bersih setiap bulan disetorkan pada 
rekening kas umum daerah yang ditetapkan sebagai Pendapatan Asli 
Daerah Kota Manado. 

(2) Pelaku usaha menyetorkan kontribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan pada badan 
pendapatan dan retribusi daerah Kota Manado. 

Pasal 16 
Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. fotokopi Kartu Keluarga; 
c. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 
d. fotokopi Izin Usaha IKM dan UMKM atau bentuk perizinan lainnya 

sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; dan 

e. fotokopi NPWP Usaha atau Perorangan. 



Pasal 17 
(1) Pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 untuk tergabung dala.m Sentra 
IKM diatur dan ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama Sentra IKM 
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan pelaku usaha IKM dan 
UMKM. 

(2) Dala.m mengoperasikan Sentra IKM Pelaku usaha dan/atau Profesional 
tidak melakukan perusakan, pembongkaran, pengalihan atas 
pengoperasian Sentra !KM tersebut kepada pihak lainnya dan/atau 
memindahtangankan tempat usaha Sentra !KM. 

Pasal 18 
Pengoperasian Sentra IKM pada pasal 17 ayat (2) dapat menerima fasilitas 
dan melakukan hubungan kemitraan antara lndustri Kecil dengan 
lndustri Menengah, Industri Kecil dengan Industri Besar dan dengan 
sektor ekonorni lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu 

Pasal 19 
Kerja Sama Pengelolaan Sentra IKM berlaku paling la.ma lima (5) tahun 
dan dapat diperpanjang dengan melakukan pengajuan permohonan 
kembali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat­ 
lambatnya enam (6) bulan sebelum masa kerja sa.ma dan pendampingan 
berakhir, 

BABV 
PENGAWASAN 

Pasal 20 
Pengawasan dan Pengelolaan Sentra IKM bagi Pelaku Usaha IKM dan 
UMKM diJaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 21 
Pengawasan terdiri atas kegiatan : 
a. pemantauan; 
b. evaluasi; 
c. monitoring; dan 
d. pelaporan. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 
(1) Pengelola Usaha IKM dan UMKM wajib menyerahkan Pengelolaan 

Sentra !KM, Peralatan dan Fasilitas pada saat berakhirnya Kerja Sama 
dala.m keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi 
dan peruntukannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
melalui Serita Acara Serah Terima. 



 

(2) Pelaku Usaha IKM dan UMKM yang mengalami musibah bencana alam 
atau non alam dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran 
kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). 

(3) Pelaku Usaha IKM dan UMKM yang bemaung di bawah Koperasi 
adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dalam Serita Daerah Kota Manado. 

PEMERJNTAH KOTA MANADO 
DINAS PERJNDUSfRIAN DAN PERDAGANGAN 

JABATAN PARAF 

W alikota Man ado Moh on 
ditandatanoanj 

W akil W alikota Manado -I I 
Sekretaris Daerah Kota Manado -~ 
Plt. Asistcn Perckonomian dan ~· Pembangunan 
lnspektur Kota Manado { 
Kepala Badan Keuangan dan Aset ny(" Daerah Kota Manado 
Kepala Dinas Perindustrian dan -~ Perdazanaan 
Kepala Bagian Hukum ~ 
Sekretaris Dinas Perindustrian dan t/ Perdaaanzan 
Keoala Bidanz Perindustrian v 
Kepala Seksi Bina Usaha Sarana dan ill""' Promosi lndustri Kecil Menenzah 

Ditetapkan di Manado 
pada tanggal b Ac.)ustus 2020 

·undangkan di Manado 
ggal 2020 

RIS DAERAHZADO, 
A MANADO TAHUN 2020 NOMOR 


